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{liran PKB dan Gerindra Minta Jatah

~RAPAT Paripurna DPR menyetujui re-

visi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
menjadi Rancangan Undang-Undang
usul inisiatif DPR. Rapat paripurna
pengesahan tersebut dipimpin Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelum keputusan tersebut diambil,
anggota DPR dari Fraksi Partai Kebang-
kitan Bangsa Neng Eem Marhamah Zul-
fa Hiz menegaskan PKB pada dasarnya
setuju dengan pengesahan revisi ter-
batas UUMD3, Hanya, ada usul tertulis
yang telah disampaikan, yakni sedianya
kursi pimpinan tidak diakomodasi un-
tik PDIP saja.

' “Biasanya pimpinan (alat keleng-

kapan dewan/AKD) kolektif kolegial itu
ganjil, bukan genap. Tidak bisa hanya

satu orang atau satu golongan. Itu pen- -

ting untuk diperhatikan,” ujar Eem.
Hal yang lazim itu, lanjut dia, dipan-

dang tidak selaras dengan keputusan.

Baleg yang melakukan perubahan UU

MD3 terbatas pada satu pimpinan MPR
danDPR. Tercatat saat ini pimpinan DPR
berjumlah lima orang dan diisi politikus
dari Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN,
dan Demokrat,

Hal senada dilontarkan anggota DPR
dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi
Mahesa. Menurutnya, rencana penam-
bahan kursi pimpinan sehaiknya me-
ngedepankan asas keadilan.,

la menilai apabila PDIP menuntut
jatah kursi-pimpinan yang merujuk
perolehan suara pada Pemilu Legislatif
2014, parpol lain pun herhak menga-
jukan aspirasi serupa, seperti PKB di
posisi Wakil Ketua DPR dan Gerindra
untuk kursi Wakil Ketua MPR.

- Desmond mengatakan PDIP yang

‘notabene parpol pendukung peme-

rintah malah membuat pemerintahan

menjadi tidak stabil. Tidak holeh pula

memaksakan kehendak yang justru
menjadi contoh tidak sehat di mata
publik. “Karena hal ini kan ada sejarah-

nya. PDIP sepertinya lucﬁ memaksakan
kehendak,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi
(Baleg) DPR Supratman Andi Agtas me-
ngatakan DPR akan menunggu daftar
inventarisasi masalah (DIM) dari pe-
merintah dan menunggu surat presiden

'yang menugaskan perwakilan pemerin-

tah membahasnya bersama DPR.

la mengatakan ada empat hal dalam
UUMD3 yang diusulkan untuk direvisi.
Keempat hal itu meliputi fungsi Mahka-
mah Kehormatan Dewan (MKD), fungsi
Badan Legislasi, penambahan pimpinan
MPR dan DPR, serta penambahan pim-
pinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat
Khatibul Umam mengingatkan pemba-

hasan regulasi itu agar tidak berubah

menjadi polemik baru di parlemen.
Desakan pembahasan revisi hingga kali
kedua cenderung membuka peluang
bagi fraksi di DPR mengusulkan peru-
hahan pasal tertentu. (Gol/Ant/P-4)
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